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Abstrak: Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan 
komponen penting dalam memastikan Perseroan Terbatas beroperasi secara transparan, akuntabel, 
dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi 
tantangan berupa ketidakkonsistenan penerapan, kesenjangan normatif, dan lemahnya mekanisme 
pengawasan internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian dan kecukupan regulasi 
mengenai tata kelola Perseroan Terbatas, mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam 
struktur organ perseroan, serta mengidentifikasi kekurangan regulatif yang menghambat efektivitas 
pengawasan dan pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum perusahaan, 
jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 40 Tahun 
2007 dan peraturan OJK telah memberikan dasar hukum yang memadai, namun belum sepenuhnya 
komprehensif dalam aspek teknis dan operasional. Ditemukan adanya normative gap, terutama 
dalam pengaturan independensi pengurus, mekanisme pencegahan konflik kepentingan, serta 
standar pengawasan internal yang belum seragam. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi 
regulasi, peningkatan literasi hukum bagi organ perseroan, dan pembaruan pedoman tata kelola 
berbasis teknologi untuk memperkuat integritas perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap 
prinsip GCG. 
 

Kata Kunci: Tata Kelola Perseroan; Good Corporate Governance; Regulasi; Direksi 
Abstract: Good Corporate Governance (GCG) is a crucial component for ensuring that limited liability 
companies operate transparently, accountably, and in accordance with legal requirements. However, 
the implementation of GCG in Indonesia continues to face several challenges, including inconsistent 
application, normative gaps, and weak internal oversight mechanisms. This study aims to analyze 
the certainty and adequacy of regulations governing corporate governance in limited liability 
companies, evaluate the implementation of GCG principles within the company’s organizational 
structure, and identify regulatory shortcomings that hinder effective supervision and decision-making. 
The research employs a normative juridical approach through a literature review of statutory 
regulations, corporate law doctrines, academic journals, and previous empirical studies. The findings 
indicate that Law No. 40 of 2007 and the Financial Services Authority (OJK) regulations provide a 
sufficient legal foundation, yet remain not fully comprehensive in technical and operational aspects. 
The study identifies several normative gaps, particularly regarding the rules on board independence, 
mechanisms for preventing conflicts of interest, and standardized internal control systems, which are 
still inconsistent across corporations. This research recommends regulatory harmonization, enhanced 
legal literacy among corporate organs, and the development of technology-based governance 
guidelines to strengthen corporate integrity and improve compliance with GCG principles. 
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1.  Pendahuluan 
Tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan fondasi 

penting dalam penguatan sistem hukum perusahaan modern, termasuk Perseroan Terbatas 
(PT) sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan di Indonesia. Dalam konteks 
perkembangan ekonomi nasional yang semakin kompetitif, penerapan GCG bukan hanya 
kebutuhan etis, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh organ perseroan, 
baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Yudanto 
et al., 2022). Regulasi mengenai tata kelola ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan turunannya, yang menekankan 
pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta 
kewajaran dalam pengelolaan Perusahaan (Yudanto et al., 2022). Secara yuridis, penerapan 
GCG bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan manajerial berjalan sesuai kerangka 
hukum dan menghindarkan perseroan dari praktik penyalahgunaan wewenang, konflik 
kepentingan, dan kerugian pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. 
Dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan bisnis dan dinamika pasar global, kebutuhan 
akan kepatuhan hukum semakin mendesak agar perusahaan dapat menjaga stabilitas, 
kredibilitas, serta kepercayaan investor (Salsabila & Januarita, 2023). Dalam perspekif 
hukum perusahaan, efektivitas GCG juga dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan internal, 
penerapan compliance system, serta peran aktif pemegang saham dalam menegakkan 
standar integritas perusahaan. 

Penerapan GCG dalam PT di Indonesia memiliki implikasi strategis bagi pembangunan 
ekonomi nasional. Perseroan yang berhasil menerapkan tata kelola yang baik terbukti lebih 
mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, menekan risiko hukum, dan menciptakan 
kinerja yang berkelanjutan (Meikasari & Rumawi, 2021). Namun demikian, berbagai 
problematika seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum manajerial, 
dan masih adanya praktik bisnis tidak transparan menjadi tantangan serius dalam 
implementasi GCG (Afifa et al., 2022). Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap tata kelola 
Perseroan Terbatas menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif, menilai 
efektivitas regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat 
memperkuat sistem tata kelola perusahaan di Indonesia. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) pada Perseroan Terbatas semakin menjadi fokus utama dalam studi 
hukum dan manajemen modern. Kajian mengenai efektivitas prinsip transparansi dan 
akuntabilitas dalam mengurangi konflik kepentingan telah dibahas oleh (Yudanto et al., 
2022) yang menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal. (Meikasari & Rumawi, 
2021) menemukan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tata kelola mampu meningkatkan 
kinerja perusahaan dan mengurangi risiko hukum bagi organ perseroan. 
Selanjutnya, (Ansori et al., 2022) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang jelas 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan dalam PT. Penelitian 
oleh (Afifa et al., 2022) menyoroti bahwa peran aktif dewan komisaris dalam 
melakukan monitoring dapat meningkatkan efektivitas penerapan prinsip GCG. 
Studi (Nibraska & Faroja, 2023) mengungkap bahwa independensi manajemen menjadi 
faktor kunci dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik tidak etis. 
Lebih lanjut, (Yudanto et al., 2022) menekankan pentingnya penerapan sistem kepatuhan 
hukum (legal compliance system) untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai 
peraturan perundang-undangan. Kajian terbaru oleh (Yudanto et al., 2022) menunjukkan 
bahwa integrasi GCG dengan teknologi digital membantu meningkatkan transparansi 
laporan perusahaan. Sedangkan penelitian (Simanjorang, 2023) menegaskan bahwa 
penerapan tata kelola perusahaan yang kuat berkontribusi langsung pada peningkatan 
kepercayaan investor serta stabilitas jangka panjang perseroan. 
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Meskipun regulasi mengenai Good Corporate Governance (GCG) dalam Perseroan 
Terbatas telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
dan berbagai peraturan turunannya, terdapat sejumlah kesenjangan antara norma hukum 
dan praktik lapangan. Banyak perseroan masih menghadapi masalah berupa rendahnya 
transparansi, lemahnya mekanisme pengawasan internal, dan kurangnya independensi 
organ perseroan dalam pengambilan keputusan strategis (Sihombing & Nuraeni, 2019). 
Tantangan lainnya muncul dari pemahaman hukum yang tidak merata di antara pemegang 
saham, direksi, dan komisaris sehingga prinsip akuntabilitas seringkali tidak berjalan 
optimal. Selain itu, implementasi GCG sering terhambat oleh budaya organisasi yang belum 
sepenuhnya mendukung keterbukaan maupun pelaporan risiko, serta minimnya kapasitas 
sumber daya manusia dalam mengelola sistem kepatuhan hukum (Salsabila & Januarita, 
2023). Kesenjangan ini semakin terlihat ketika perseroan menghadapi dinamika pasar yang 
cepat, kondisi kompetisi global, dan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan digital 
yang belum seluruhnya didukung oleh regulasi teknis yang memadai (Sekarasih et al., 
2023). 

Berbagai kesenjangan dan tantangan tersebut berdampak signifikan terhadap 
efektivitas tata kelola Perseroan Terbatas. Di tingkat perusahaan, lemahnya penerapan GCG 
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, penurunan 
kinerja, dan bahkan risiko sengketa hukum yang dapat merugikan pemegang saham serta 
pihak terkait lainnya (Kurniawan, 2022). Pada level yang lebih luas, kurang optimalnya tata 
kelola memberikan implikasi terhadap stabilitas sistem hukum perusahaan di Indonesia, 
menghambat iklim investasi, serta mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap 
integritas perseroan. Ketidakmampuan perusahaan menyesuaikan diri dengan tuntutan tata 
kelola modern juga berdampak pada rendahnya daya saing di pasar global dan sulitnya 
perusahaan memperoleh pembiayaan eksternal. Jika problematika ini tidak segera diatasi 
melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas organ perseroan, dan penegakan hukum 
yang lebih tegas, maka tujuan utama GCG untuk menciptakan perusahaan yang transparan, 
bertanggung jawab, dan berkelanjutan tidak akan tercapai secara optimal. 

Penelitian ini dipilih karena topik ini memiliki urgensi dan relevansi tinggi dalam 
perkembangan dunia usaha modern, khususnya di tengah meningkatnya tuntutan 
transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum bagi setiap entitas bisnis. Fenomena 
masih adanya praktik tata kelola yang lemah, konflik kepentingan, serta ketidaksesuaian 
dengan prinsip GCG menunjukkan perlunya kajian komprehensif yang tidak hanya 
memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga menilai bagaimana implementasinya 
dalam praktik perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum 
yang mengatur tata kelola Perseroan Terbatas, mengidentifikasi kesenjangan antara 
regulasi dan pelaksanaannya, serta mengevaluasi tantangan yuridis yang dihadapi organ 
perseroan dalam menerapkan prinsip GCG. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud 
memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas tata kelola perusahaan 
sehingga dapat mewujudkan perseroan yang lebih transparan, akuntabel, berintegritas, dan 
mampu bersaing secara berkelanjutan dalam lingkungan bisnis nasional maupun global. 

2.  Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai dasar utama dalam 

menganalisis tata kelola Perseroan Terbatas (Good Corporate Governance). Pendekatan 
normatif difokuskan pada penelaahan berbagai sumber hukum primer seperti Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan, peraturan menteri, serta ketentuan lain yang mengatur struktur dan mekanisme 
tata kelola Perusahaan (Susanty, 2022). Selain itu, penelitian memanfaatkan sumber hukum 
sekunder seperti literatur ilmiah, jurnal penelitian, artikel akademik, dan dokumen 
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pendukung lainnya untuk memperkuat interpretasi hukum dan membangun analisis teoritis 
yang komprehensif. 

Pendekatan normatif ini digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip GCG, menilai 
kesesuaian antara regulasi dan ketentuan pelaksanaannya, serta mengkaji tanggung jawab 
organ perseroan dalam perspektif hukum perusahaan. Analisis dilakukan secara sistematis 
melalui interpretasi hukum, penalaran deduktif, dan kajian konseptual sehingga 
menghasilkan pemahaman mendalam mengenai efektivitas norma yang berlaku. Dengan 
demikian, penelitian ini menekankan aspek kajian dokumen hukum sebagai pijakan untuk 
memahami tata kelola perusahaan yang ideal menurut kerangka peraturan perundang-
undangan. 

 
Gambar 1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran 
berbagai referensi hukum maupun non-hukum yang relevan. Studi literatur tersebut meliputi 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum perusahaan, jurnal 
ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta temuan penelitian terdahulu. Pendekatan ini 
memberikan landasan konseptual dan yuridis yang kuat sehingga berbagai persoalan terkait 
tata kelola Perseroan Terbatas dapat dianalisis secara objektif dan komprehensif. Kombinasi 
beragam sumber literatur tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang 
valid, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

3.  Hasil dan Pembahasan 
Hasil penelitian dan pembahasan ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap 

kerangka hukum dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Perseroan 
Terbatas. Kajian dilakukan dengan menilai kepastian regulasi, implementasi prinsip-prinsip 
GCG dalam organ perseroan, serta mengidentifikasi tantangan yuridis yang muncul dalam 
penegakan tata kelola yang baik. Temuan-temuan tersebut kemudian menjadi dasar untuk 
merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat efektivitas tata kelola perseroan, 
meningkatkan kepatuhan hukum, dan mendorong terciptanya perusahaan yang lebih 
transparan dan akuntabel. 

3.1 Kepastian dan Kecukupan Regulasi Tata Kelola Perseroan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur tata kelola 

Perseroan Terbatas telah memperoleh dasar yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007, yang menjadi fondasi utama dalam penerapan Good Corporate 
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Governance (GCG). Regulasi ini mengatur struktur organ perseroan, kewenangan RUPS, 
fungsi Direksi, serta peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Penelitian 
terdahulu menegaskan bahwa perangkat hukum tersebut memberikan kepastian normatif 
bagi implementasi GCG, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara 
transparan dan akuntabel sebagaimana dikemukakan oleh (Budiman, 2019). Dengan 
demikian, dasar hukum mengenai tata kelola perusahaan dapat dinyatakan telah jelas dan 
menyediakan pedoman yang memadai bagi organ perseroan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
memberikan kontribusi besar dalam memperinci standar teknis pelaksanaan GCG, terutama 
bagi perusahaan terbuka dan sektor jasa keuangan. Peraturan seperti POJK mengenai 
pedoman tata kelola, kewajiban pelaporan, serta manajemen risiko menjadi payung penting 
dalam memperjelas aspek transparansi serta kewajiban pengungkapan informasi publik. 
Studi oleh (PUTRI, 2019) menunjukkan bahwa keberadaan POJK meningkatkan konsistensi 
pengawasan dan mengurangi potensi pelanggaran prinsip GCG. Sementara itu, (Achmad & 
Indradewi, 2021) menegaskan bahwa regulasi sektoral ini telah membantu perusahaan 
memahami praktik pengelolaan yang sesuai dengan standar internasional, meskipun 
penerapannya belum merata untuk seluruh Perseroan Terbatas. Meskipun terdapat berbagai 
regulasi yang memperkuat GCG, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan 
normatif (normative gap) terutama dalam harmonisasi aturan antar-instansi serta 
kekurangan pedoman teknis yang lebih terperinci. Beberapa ketentuan dinilai belum secara 
menyeluruh mengatur mekanisme pencegahan konflik kepentingan, independensi 
pengurus, dan penegakan etika perusahaan, sebagaimana dikritisi dalam penelitian 
(Habeahan, 2022). Selain itu, studi oleh (Sari, 2021) menunjukkan bahwa tidak adanya 
aturan pelaksanaan yang seragam membuat perusahaan memiliki ruang interpretasi yang 
terlalu luas, sehingga efektivitas implementasi GCG menjadi bervariasi antarperusahaan. 
Temuan ini menguatkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya komprehensif dalam 
menjawab kebutuhan tata kelola modern. 

Penelitian menyimpulkan bahwa regulasi GCG pada Perseroan Terbatas telah memiliki 
kepastian hukum yang memadai, namun kecukupan norma dan konsistensi penerapan 
masih memerlukan penguatan. Penelitian (Astiti & Rahman, 2021) menegaskan bahwa 
efektivitas GCG sangat bergantung pada kejelasan pedoman operasional dan harmonisasi 
regulasi. Selain itu, temuan terbaru oleh (Nugraha et al., 2018) menunjukkan bahwa tanpa 
sinkronisasi peraturan, perusahaan cenderung menghadapi kesulitan dalam menerapkan 
standar tata kelola yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, 
harmonisasi antarperaturan dan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci merupakan 
langkah penting untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih kuat, transparan, dan 
sesuai dengan perkembangan hukum modern. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum yang mengatur peran Direksi 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah memberikan landasan yang cukup kuat 
terkait fungsi pengurusan dan tanggung jawab fidusia (fiduciary duty). Direksi diwajibkan 
menjalankan tugas dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab, sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 92 dan Pasal 97. Studi oleh (Pakpahan et al., 2022) menyatakan 
bahwa norma tersebut telah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab 
sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG). Namun demikian, penelitian 
terbaru oleh (Simbolon, 2023) menunjukkan bahwa meskipun norma mengenai 
kewenangan Direksi cukup jelas, pedoman operasional terkait batasan tindakan strategis 
dan mekanisme pengawasan kinerja Direksi masih memerlukan pengaturan lebih rinci agar 
tidak menimbulkan celah interpretasi. Dalam konteks Dewan Komisaris, penelitian ini 
menemukan bahwa ketentuan mengenai fungsi pengawasan telah diatur secara memadai, 
terutama terkait kewenangan memberikan nasihat kepada Direksi dan memastikan 
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kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian oleh (Hendri et al., 2022) 
menunjukkan bahwa norma mengenai independensi Dewan Komisaris telah selaras dengan 
prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, studi oleh (Yani & Mansur, 
2020) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan masih sangat bergantung pada pedoman 
teknis internal perusahaan, karena undang-undang belum sepenuhnya mengatur standar 
minimum terhadap komposisi komisaris independen, frekuensi pengawasan, dan 
mekanisme evaluasi kinerja Direksi. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan norma yang ada 
belum sepenuhnya menjamin kualitas pengawasan yang konsisten di semua Perseroan 
Terbatas. 

Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penelitian menegaskan bahwa 
regulasi telah menetapkan kewenangan yang jelas sebagai organ tertinggi dalam struktur 
perseroan. Namun, penelitian (Harjono, 2022) menemukan bahwa efektivitas RUPS 
seringkali terhambat oleh kurangnya pedoman teknis mengenai transparansi proses 
pengambilan keputusan dan akses informasi pemegang saham. Selain itu, studi 
oleh (Hidayatullah, 2022) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan antara RUPS, 
Direksi, dan Dewan Komisaris belum memiliki standar tata kelola yang seragam sehingga 
pelaksanaannya sangat bervariasi antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Temuan ini 
sejalan dengan pendapat (Rachman, 2019) yang menegaskan perlunya penyempurnaan 
norma teknis agar fungsi RUPS sebagai pengendali utama dalam tata kelola perseroan dapat 
dijalankan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip GCG. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi mengenai Good 
Corporate Governance (GCG) pada Perseroan Terbatas telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 
2007 dan berbagai peraturan OJK, masih terdapat sejumlah normative gap yang 
menyebabkan ketidakkonsistenan dalam implementasinya. Beberapa ketentuan hukum 
belum secara eksplisit mengatur standar etika pengurus, mekanisme penilaian independensi 
organ perseroan, serta prosedur penanganan konflik kepentingan yang muncul dalam 
praktik. Studi oleh (Harjono, 2022) menemukan bahwa undang-undang belum memberikan 
definisi operasional yang rinci mengenai batasan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris 
dalam mengambil keputusan strategis, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda 
di tiap perusahaan. Sementara itu, penelitian (Hendri et al., 2022) menunjukkan bahwa 
ketiadaan pedoman teknis yang seragam menyebabkan penerapan GCG sering berjalan 
berdasarkan kebijakan internal perusahaan, bukan berdasarkan standar hukum yang jelas. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi kekosongan hukum terkait mekanisme 
pengawasan eksternal dan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan GCG di perusahaan 
non-keuangan atau Perseroan Terbatas tertutup. Ketentuan OJK lebih banyak menyasar 
perusahaan terbuka, sehingga banyak PT non-publik yang tidak memiliki kewajiban 
pelaporan yang ketat meskipun tetap menjalankan fungsi perseroan yang strategis. 
Temuan (Andani, 2020) mengungkap bahwa regulasi saat ini belum mengatur instrumen 
pengawasan terpadu yang dapat memastikan konsistensi penerapan GCG di seluruh jenis 
perusahaan. Selain itu, penelitian terbaru oleh (Kurniawan, 2022) menegaskan bahwa 
kekosongan hukum dalam pengawasan dan pelaporan membuat sebagian perusahaan tidak 
memiliki insentif kuat untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara 
optimal. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa diperlukan pembaruan regulasi untuk 
menutup celah normatif dan memperkuat konsistensi tata kelola perusahaan di Indonesia. 

3.2 Implementasi Prinsip GCG dalam Struktur Organ Perseroan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam Perseroan Terbatas 

diwujudkan melalui kewajiban perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat 
waktu, dan dapat diakses oleh pemegang saham serta pihak berkepentingan lainnya. Secara 
yuridis, ketentuan ini tercermin dalam kewajiban pelaporan Direksi dan penyampaian 
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informasi melalui RUPS sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Penelitian (S, 
2018) menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam mencegah 
penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, studi 
oleh (Hartana, 2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan mekanisme 
keterbukaan informasi secara konsisten cenderung memiliki tata kelola yang lebih stabil dan 
mampu mengurangi potensi konflik internal. 

Prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab diwujudkan melalui kewajiban Direksi untuk 
menjalankan tugas pengurusan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan selalu 
berorientasi pada kepentingan perseroan. Penelitian (Hudory & Taufiq, 2019) menjelaskan 
bahwa akuntabilitas yang kuat hanya dapat berjalan apabila terdapat mekanisme pelaporan 
internal yang jelas serta evaluasi berkala oleh Dewan Komisaris. Selain itu, studi 
oleh (Hasnati, 2019) menegaskan bahwa tanggung jawab Direksi tidak hanya bersifat 
operasional, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan hukum, pengelolaan risiko, dan 
perlindungan kepentingan pemegang saham. Temuan ini menunjukkan bahwa norma 
hukum telah memberikan kerangka yang cukup kuat dalam mengarahkan perilaku organ 
perseroan sesuai prinsip GCG. Dalam hal prinsip independensi, penelitian ini menemukan 
bahwa Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam memastikan setiap keputusan 
perusahaan bebas dari pengaruh tidak semestinya, konflik kepentingan, ataupun intervensi 
dari pihak yang memiliki kekuasaan dominan. Studi oleh (Sukihana, 2018) mengungkap 
bahwa independensi Dewan Komisaris sangat dipengaruhi oleh komposisi keanggotaan, 
mekanisme seleksi, serta aturan internal perusahaan. Namun, penelitian (Anwar, 
2018) menunjukkan bahwa meskipun aturan telah mengatur fungsi pengawasan, 
pelaksanaan prinsip independensi seringkali terhambat oleh hubungan afiliasi antar-
pengurus dan kurangnya pedoman teknis mengenai standar komisaris independen. Hal ini 
menandakan bahwa implementasi prinsip independensi masih menghadapi tantangan 
struktural dalam banyak Perseroan Terbatas. 

Prinsip kewajaran (fairness) tercermin dalam kewajiban perusahaan untuk 
memperlakukan pemegang saham dan pemangku kepentingan secara adil, termasuk dalam 
akses informasi, hak suara dalam RUPS, dan perlindungan terhadap minoritas. Penelitian 
oleh (Manik, 2023) menunjukkan bahwa fairness menjadi indikator penting untuk mencegah 
dominasi pemegang saham mayoritas terhadap minoritas. Selain itu, temuan (Nugraha et 
al., 2018) memperkuat bahwa penerapan prinsip fairness berkontribusi pada stabilitas 
perusahaan dengan mengurangi potensi sengketa internal dan meningkatkan kepatuhan 
terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, implementasi prinsip GCG dalam organ 
perseroan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga menuntut komitmen moral dan 
profesionalisme dari seluruh pengurus perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Direksi pada sebagian besar 
Perseroan Terbatas telah mengikuti ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 40 
Tahun 2007, khususnya terkait tugas pengurusan, tanggung jawab fidusia, serta kewajiban 
bertindak untuk kepentingan perseroan. Penelitian oleh (Meikasari & Rumawi, 
2021) menegaskan bahwa norma tersebut telah menjadi pedoman kuat bagi Direksi dalam 
menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan secara profesional. Namun, studi (Astiti & 
Rahman, 2021) menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat variasi tingkat 
kepatuhan antarperusahaan, terutama terkait pelaporan internal, mekanisme pengambilan 
keputusan strategis, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun kerangka hukum sudah mencukupi, implementasi di lapangan memerlukan 
pengawasan yang lebih konsisten. 

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ pengawas juga menunjukkan 
perkembangan positif, meskipun belum sepenuhnya selaras dengan standar hukum dan 
prinsip Good Corporate Governance. Studi oleh (Samudra, 2018) menjelaskan bahwa 
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Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan umum, termasuk memberikan 
nasihat kepada Direksi, namun efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, 
independensi, dan struktur organisasi internal. Penelitian (Sari, 2021) menunjukkan bahwa 
beberapa perusahaan masih mengalami tantangan dalam memastikan komisaris 
independen benar-benar bebas dari pengaruh pemegang saham mayoritas. Sementara itu, 
temuan (Rahmadany, 2021) menegaskan bahwa tanpa pedoman teknis standar mengenai 
evaluasi kinerja Direksi dan pengawasan berkelanjutan, Dewan Komisaris sulit menjalankan 
tugasnya secara optimal. Dengan demikian, meskipun norma hukum telah mengatur fungsi 
kedua organ ini dengan jelas, keselarasan implementasinya masih memerlukan perbaikan 
melalui pedoman pelaksanaan yang lebih detail dan pengawasan eksternal yang lebih kuat. 

Pengambilan keputusan dan pengawasan internal, penelitian mengungkap bahwa 
prosedur yang dijalankan belum selalu sesuai dengan standar hukum dan pedoman tata 
kelola yang baik. Studi oleh (Habeahan, 2022) mencatat bahwa sebagian perusahaan belum 
menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga keputusan strategis 
Direksi tidak selalu melalui mekanisme evaluasi risiko yang komprehensif. Selain itu, 
penelitian (Triandini et al., 2023) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris belum sepenuhnya 
optimal dalam melakukan pengawasan berkelanjutan karena keterbatasan pedoman 
evaluasi dan akses terhadap data perusahaan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa 
pengambilan keputusan dan pengawasan internal masih membutuhkan harmonisasi dengan 
regulasi yang berlaku untuk memastikan perusahaan beroperasi secara transparan, 
bertanggung jawab, dan sesuai prinsip GCG. 

3.3 Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perseroan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dalam Perseroan Terbatas 

pada umumnya telah mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan OJK, 
terutama mengenai kewajiban Direksi menyusun laporan tahunan dan laporan 
pertanggungjawaban kepada RUPS. Studi oleh (Achmad & Indradewi, 2021) menegaskan 
bahwa mekanisme pelaporan yang terstruktur dan transparan merupakan indikator penting 
untuk memastikan akuntabilitas organ perseroan. Namun, penelitian (Dewi et al., 
2020) menemukan bahwa beberapa perusahaan masih menghadapi kendala dalam 
konsistensi penyampaian informasi penting, khususnya terkait laporan keuangan dan risiko 
operasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah menyediakan 
pedoman yang cukup jelas, praktik pelaporannya masih memerlukan peningkatan agar 
sepenuhnya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Dalam hal pengambilan 
keputusan dan pengawasan internal, penelitian mengungkap bahwa prosedur yang 
dijalankan belum selalu sesuai dengan standar hukum dan pedoman tata kelola yang baik. 
Studi oleh (Dafa et al., 2022) mencatat bahwa sebagian perusahaan belum menerapkan 
sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga keputusan strategis Direksi tidak 
selalu melalui mekanisme evaluasi risiko yang komprehensif. Selain itu, penelitian (Robertus 
et al., 2020) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris belum sepenuhnya optimal dalam 
melakukan pengawasan berkelanjutan karena keterbatasan pedoman evaluasi dan akses 
terhadap data perusahaan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa pengambilan 
keputusan dan pengawasan internal masih membutuhkan harmonisasi dengan regulasi yang 
berlaku untuk memastikan perusahaan beroperasi secara transparan, bertanggung jawab, 
dan sesuai prinsip GCG. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum bagi Direksi, Dewan 
Komisaris, dan pemegang saham merupakan langkah strategis untuk memperkuat 
implementasi Good Corporate Governance (GCG). Studi oleh (PUTRI, 2019) menegaskan 
bahwa banyak pelanggaran tata kelola bukan berasal dari niat buruk, tetapi dari kurangnya 
pemahaman terhadap kewajiban hukum dan batasan kewenangan organ perseroan. Oleh 
karena itu, salah satu rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya program edukasi 
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hukum yang berkelanjutan bagi setiap organ perusahaan, termasuk pemahaman mendalam 
mengenai fiduciary duty, prinsip kehati-hatian, serta ketentuan pelaporan dan pengawasan 
sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan regulasi OJK. 

Penelitian juga merekomendasikan penyusunan modul pelatihan hukum yang 
terstandar untuk organ perseroan, khususnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Studi 
oleh (Kurniawan, 2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan program pelatihan tata 
kelola yang sistematis memiliki tingkat kepatuhan hukum lebih tinggi dan lebih mampu 
menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Pelatihan ini perlu mencakup 
pemahaman regulasi terbaru, baik yang bersifat substantif seperti perubahan undang-
undang, maupun pedoman teknis seperti POJK tentang tata kelola, pelaporan keuangan, 
dan manajemen risiko. Dengan modul yang terstruktur, perusahaan dapat meminimalkan 
kesalahan administratif dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selain pelatihan 
formal, penelitian ini juga menemukan pentingnya membangun sistem konsultasi hukum 
internaluntuk mendukung organ perseroan dalam menjalankan tugasnya. Studi 
oleh (Kusumadewi, 2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki unit kepatuhan 
atau legal compliance officer yang aktif cenderung memiliki tingkat kesalahan tata kelola 
lebih rendah. Sistem ini memungkinkan Direksi dan Komisaris memperoleh pendampingan 
ketika menghadapi keputusan strategis, potensi konflik kepentingan, atau kewajiban 
pelaporan tertentu. Penelitian (Utama & Santoso, 2022) menambahkan bahwa keberadaan 
fungsi kepatuhan internal juga membantu mengurangi risiko sanksi hukum dan 
meningkatkan efektivitas pengawasan internal perusahaan. 

Penelitian terbaru oleh (Marthin et al., 2018) menunjukkan bahwa strategi 
peningkatan literasi hukum tidak hanya bergantung pada pelatihan, tetapi juga pada 
penerapan budaya perusahaan yang berbasis kepatuhan. Oleh karena itu, rekomendasi 
penting lainnya adalah membangun compliance culture melalui kebijakan internal, kode 
etik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang mudah diakses. 
Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan dan kepatuhan, perusahaan 
dapat memperkuat integritas Direksi dan Komisaris dalam menjalankan fungsi mereka. 
Pendekatan ini, sebagaimana ditegaskan oleh (Susanty, 2022), akan menciptakan tata 
kelola yang konsisten, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan regulasi 
secara berkelanjutan. 

Hasil penelitian merekomendasikan perlunya penetapan model pembaruan 
hukum Good Corporate Governance (GCG) yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis 
modern dan tantangan tata kelola perusahaan di Indonesia. Studi oleh (Akbar, 2018) 
menegaskan bahwa regulasi GCG masih bersifat fragmentaris, sehingga diperlukan 
penyusunan Unified Governance Framework yang mengintegrasikan ketentuan UU No. 40 
Tahun 2007, regulasi OJK, serta pedoman etika perusahaan dalam satu kerangka hukum 
yang selaras. Penelitian (Arsan & Fahmi, 2021) juga menunjukkan bahwa pembaruan 
hukum perlu diarahkan pada standar pengawasan yang lebih ketat, pengaturan yang lebih 
rinci tentang komisaris independen, serta mekanisme mitigasi risiko yang wajib diterapkan 
oleh semua Perseroan Terbatas, baik publik maupun non-publik. Dengan model pembaruan 
seperti ini, integritas perusahaan dapat diperkuat melalui pedoman yang lebih jelas, 
terstruktur, dan minim celah interpretasi. Selain pembaruan regulasi, penelitian ini juga 
menyarankan diterapkannya model tata kelola terpadu berbasis teknologi sebagai bagian 
dari arah reformasi hukum GCG. Studi oleh (Amalia & Sulistyono, 2023) menekankan bahwa 
digitalisasi pelaporan, pengawasan internal, dan dokumentasi perseroan dapat 
meningkatkan transparansi serta mempermudah proses audit. Sementara itu, (Haryani & 
Handayani, 2019) menegaskan bahwa penggunaan compliance monitoring systemberbasis 
digital perlu dijadikan kewajiban hukum bagi seluruh Perseroan Terbatas untuk memastikan 
konsistensi kepatuhan terhadap standar GCG. Dengan memadukan pembaruan hukum dan 
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inovasi teknologi, arah reformasi GCG tidak hanya meningkatkan integritas perusahaan, 
tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan menjamin keberlanjutan bisnis dalam 
jangka panjang. 

4.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi yang 

mengatur tata kelola Perseroan Terbatas di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat 
melalui UU No. 40 Tahun 2007 dan berbagai peraturan OJK yang memperjelas standar 
teknis pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Ketentuan mengenai struktur organ 
perseroan, kewenangan RUPS, fungsi Direksi, dan peran Dewan Komisaris telah 
memberikan kepastian normatif dalam upaya menciptakan perusahaan yang transparan, 
akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun demikian, penelitian juga menemukan 
adanya normative gap berupa kurangnya harmonisasi antar-regulasi, belum tersedianya 
pedoman teknis yang komprehensif, serta ketidakseragaman standar pelaksanaan yang 
berdampak pada variasi kualitas tata kelola antarperusahaan. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa regulasi yang ada meskipun memadai secara normatif, belum sepenuhnya memenuhi 
kebutuhan tata kelola modern yang menuntut pengaturan lebih rinci, seragam, dan adaptif. 
Implementasinya, prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, 
independensi, dan kewajaran telah menjadi pedoman bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan 
RUPS dalam menjalankan tugasnya. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat penerapannya masih bergantung pada kompetensi organ perseroan, kualitas 
pengawasan internal, dan budaya kepatuhan perusahaan. Mekanisme pelaporan, 
pengambilan keputusan strategis, serta pengendalian internal belum sepenuhnya sejalan 
dengan standar hukum karena masih minimnya pedoman teknis dan ketersediaan instrumen 
pengawasan yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan 
literasi hukum bagi seluruh organ perseroan, serta penerapan sistem tata kelola berbasis 
teknologi untuk memastikan konsistensi implementasi GCG di seluruh jenis Perseroan 
Terbatas. Upaya harmonisasi aturan, penguatan pengawasan, dan pembangunan budaya 
kepatuhan diyakini dapat meningkatkan integritas perusahaan dan kepercayaan publik di 
masa mendatang. 
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